BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR : 28 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BELU NOMOR 57 TAHUN
2018 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan Wajib Lapor Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Belu, maka perlu dilakukan penyesuaian wajib
lapor terhadap Peraturan Bupati Belu Nomor 57 Tahun
2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belu Nomor 57
Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat Dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Un_dang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Nomor 4150); /
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4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

S. Undang - Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016 Nomor 07,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 104)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2022
Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu
nomor 156};

8. Peraturan Bupati Belu Nomor 57 Tahun 2018 tentang
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu (Berita Daerah
Kabupaten Belu Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Belu Nomor 1.a Tahun
2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belu
Nomor 57 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Belu (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2020 Nomor
l.a);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI BELU NOMOR 57 TAHUN 2018
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELU.
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Pasal |

Ketentuan Pasal 2 Ayat (2) huruf i dan huruf j diubah dan setelah huruf k
ditambahkan 3 (tiga) huruf yaitu huruf 1, huruf m dan huruf n dalam
Peraturan Bupati Belu Nomor 57 Tahun 2018 tentang Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu
(Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Belu Nomor l.a Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belu Nomor 57 Tahun 2018 tentang
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Belu (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2020 Nomor 1l.a)
diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
(2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
Bupati;
Wakil Bupati;
Sekretaris Daerah;
Staf Ahli Bupati,
Asisten Sekda;
Kepala Perangkat Daerah;
Pejabat Fungsional Auditor;
Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah;
Direktur pada Perusahaan Milik Daerah;
Bendahara Pengeluaran pada Dinas, Badan, Inspektorat, Sekretariat
Daecrah, Seckretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan,
Rumah Sakit Umum Daerah dan Perusahan Milik Daerah;
Pejabat Pembuat Komitmen;
Ajudan Bupati, ajudan Wakil Bupati dan ajudan Sekretaris Daerah;
. Kepala Desa; dan
Staf Khusus Bupati.
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Pasal 1l
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belu.
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